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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat Jl Merdeka Kel Karang Muha Dlsmk Nablrc, Kabupaten Nabire - Papua Tcngah 98811
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CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS
SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

=’ Ringkasan SPP-LS;
Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian
obyek;
Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak
, dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
Pengantar SPM-LS;
SPM-LS;
II/ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
Ef/ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK Unit SKPD;
Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani
oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;

O Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai
dengan Rp. 10.000.000,-);
O Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untukpengadaan diatas

Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);
Berita Acara hasil pelelangan ;
RAB;
Faktu Barang ;
Faktur Tagihan;
Dokumentasi Barang ;
Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
Surat Permohonan Pembayaran;
Berita Acara Pembayaran;
Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya; -
Surat Perintah Pengiriman untuk barang,
Referensi bank;
Surat Jaminan bank;
Fotocopy rekening giro bank;
Fotocopy NPWP/PKP;
Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang
digjukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
BILLING PPh dan PPN:
E-faktur pajak;
Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
Lembar Verifikasi PPK-SKPD;

EI/Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Yang memverifikasi Nabire, 05 ”Pesrzmbo) ......... 2023

Mengetahui/Menyetujui
Plt. Kepala Biflang Perbendaharaan
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Q (&MX\ & \ TENGAH
%\K ___—wPEMBAYARAN (SPP)
: __,+o0090/LS5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023
Langsung Barang dan Jasa
SPP-LS
1. | Nama SKPD/Unit Kerja : | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. | Kode dan Nama Sub Kegiatan | : | terlampir
3. | Nama Pengguna Anggaran : | dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.0G MH.Kes
4. | Nama PPTK : | Drg. YOHANES TEBAI, MH,Kes
5. | Nama Bendahara : | MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
Pengeluaran
6. | NPWP Bendahara : | 406322172954000
Pengeluaran
7. | Nama Bank : | Bank Papua
Nomor Rekening Bank : | 9000102000175
9. |Untuk Keperluan : | Pembayaran Bantuan Tunai Langsung Dukungan Stunting Pada PT. POS INDONESIA
(PERSERQ) Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Prov. Papua Tengah, T.A. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (Sumbangan
Pihak Ketiga/Sejenis).
10. | Dasar Pengeluaran : | SPD nomor:
37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023
Sebesar: Rp4.688.060.000 (terbilang: empat miliar enam ratus delapan puluh
delapan juta enam puluh ribu rupiah)
No Uraian
I |SPD
Tanggal : 31-10-2023 [Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 ‘ Rp184.675.201.909
Il |SP2D Sebelumnya
Tanggal : - ] Nomor : - [ -

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Sallnan 1 ¢ Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

Nabire, 04 Desember 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
Drg. YOHAWES TEBAI, MH.Kes MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
NIP. 198403292015121001 NIP. 198307292006052001




PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 37.00/02.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIiAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Jumlah

NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023

1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1. |5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp4.688.060.000

TOTAL : Rp4.688.060.000

Terbilang: empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah.

Nabire, 04 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.1Md.KL
NIP. 198307292006052001




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS
Nomor: 37.00/02.0/000090/SPTJM-SPP-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor
37.00/02.0/000090/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang kami ajukan
sebesar Rp4.688.060.000 (terbilang empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu
rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumiah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai
kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 04 Desember 2023
Pengguna Anggaran




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 197009121993121003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor
37.00/02.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 telah lengkap dan

sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 04 Desember 2023
PPK SKPD

STEFENJMAREKU, S.Kep.Ns
NIP. 19700912{%993121003




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran; 2023

No. SPM: 37.00/03.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
supaya menerbitkan SP2D kepada:

SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

Bendahara / : PT. POS INDONESIA

Plhak Ketiga *)

No. Rekening Bank : 068701000791306
Nama Bank : BRI
NPWP : 010016202954005

Dasar Pembayaran
Sumber Dana

: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023
1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Potongan-potongan:

Uraian
(No. Rekening)

No. ID Biling

Jumlah

Jumlah Rp0

Informasi: (7idak mengurangi jumiah pembayaran SPM)

Untuk Keperluan:
Pembayaran Bantuan Tunai

Keluarga Berencana Prov. Papua Tengah, T.A. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir
(Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis).

Langsung Dukungan Stunting Pada PT. POS
INDONESIA (PERSERO) Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Pembebanan pada kode keglatan

SPM yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN ] URAIAN NILAI

Jumlah yang Diminta (Bruta)

SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023

Rp4.688.060.000

1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk

UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi

Rp4.688.060.000

Jumlah Potongan

jumiah Netto

Rp0
Rp4.688.060.000
Rp4.688.060.000

Jumlah yang Dibayarkan

1.02.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi

Masyarakat

Rp4.688.060.000

Uang sejumlah: (empat miliar enam ratus delapan

5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang

Direncanakan kepada Keluarga

Rp4.688.060.000

puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)

Jumlah | Rp4.688.060.000

Jumlah SPP yang Diminta: Rp4.688.060.000

(terbilang: empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam
puluh ribu rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP
37.00/02.0/000090/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 04-12-2023

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

=) coret yang tidak perlu

SPM - 37.00/03,0/000090/L5/1.02,2,14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Halaman 1




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS
Nomor: 37.00/03.0/000090/SPTJM-SPM-LS/1.02.2.14.0.00.0Z.OOOO/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor

37.00/03.0/000090/LS/1.02.2.14.0.00.0Z.OOOO/P.03/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang saya ajukan
sebesar Rp4.688.060.000 (terbilang empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu

rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai
kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai

pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan
lainnya.

pengeluaran-
dengan pembayaran

3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan

Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 04 Desember 2023
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R, PEMERINTAH PROVINS| PAPUA TENGAH
2 : DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Merdeka Nomor 53a, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, Kode Pos 98815, Laman dinkes_papuatengah@yahoo.com

Nabire, 14 November 2023

Nomor : 600/389/DKP2KB/23

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Draf Keputusan Gubernur
Yth

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Cq. Kepala Biro Hukum

Di

Nabire

Guna percepatan penyerapan dan penyaluran Anggaran pada SKPD Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun Anggaran 2023,
kami ajukan Draf Keputursan Gubernur tentang DAFTAR PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BALITA KASUS STUNTING DAN KADER/NAKES PENDAMPING
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 untuk di Proses sesuai peraturan

perudang-undangan .

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian

Pendudplﬁian\Keluar iBerencana

Nip. 197106032000121004

Tembusan

Gubernur Papua Tengah ( Sebagai Laporan )
Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah
Kepala Baperida Provinsi Papua Tengah
Inspektur Provinsi Papua Tengah

S e




V. GUBERNUR PAPUA TENGAH
p.. KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
&£ NOMOR:
£
/,/ TENTANG
A
Ve DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BALITA KASUS STUNTING DAN
/ KADER/NAKES PENDAMPING DI PROVINS| PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH

Menimbang ! a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi yang
perlu ditangani berkaitan dengan kualitas sumber daya
manusia di masa yang akan datang. Dan untuk
mempercepat penurunan kasus stunting ini, Pemerintah
Provinsi Papua Tengah akan memberikan Bantuan
Langsung Tunai bagi Balita Kasus Stunting dan
Kader/Nakes Pendamping.

b. bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dari sistem
elektonik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis
Masyarakat, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan
tertibnya kelancaran proses penyaluran Bantuan Langsung
Tunai perlu ditetapkan daftar penerima

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan
Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai
Balita Kasus Stunting dan Kader/Nakes Pendamping di
Provinsi Papua Tengah Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Republik
Indonesia Nomor 6322)

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100),

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembar
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negera Republik IndonesiaTahun
2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan
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Pelappran serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
b Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
8. Keputu.san Gubemur Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Papua Tengah tahun anggaran 2023;

Memperhatikan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2023
tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di
Provinsi Papua Tengah

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Kesatu :  Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Balita Kasus
Stunting dan Kader /Nakes Pendamping selama 3 ( Tiga ) bulan
yaitu Oktober s/d Desember 2023 di Provinsi Papua Tengah,
yang diatur sebagai berikut
1. Balita BB Tetap / Tidak naik Rp. 850.000/ Bulan
2. Balita BB Turun Rp. 850.000/ Bulan
3. Balita bermasalah Gizi Rp 1.000.000/Bulan
4. Kader/Nakes pendamping balit Rp. 250.000 / Bulan/Balita
(Kader/Nakes maksimal mendampingi 4 Balita)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua :  Menetapkan PT.POS INDONESIA (PERSERQ) Kantor Cabang
Nabire 98800, JI Yos Sudarso No 09 Oyehe Nabire Papua Telp /
Fax (0984) 21148 sebagai Penyalur Bantuan Langsung Tunai.
Ketiga . Penerima Bantuan sebagaimana tersebut dalam poin kesatu
adalah
1. Balita yang identitasnya tercantum dalam E-PPGBM
(Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis
Masyarakat) Provinsi Papua Tengah
2. Kader/ Nakes yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
Ketiga . Memerintahkan Kepada Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Menyusun Petunjuk Teknis
pemanfaatan dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai.
Keempat :  Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
Kelima :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Nabire
Pada Tanggal Oktober 2023

Gubernur Papua Tengah
Dr. Ribka Haluk. S.Sos., M.M

Tembusan
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
. Menteri Kesehatan di Jakarata
. Bupati se Provinsi Tengah
. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Tengah

2
3
4




TN PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS NABIRE 98800
(W) ~ JI. Yos Sudarso No 09 Oyehe Nabire 9811
POS INDONESIA

SURAT PEMBERITAHUAN
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN/DROPPING DANA BANTUAN STUNTING
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAIIUN 2023
Nomor Surat ;: 534 /Pbisjaskug-KC Nabire/1123

Nabire, 28 November 2023

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No.475/PBisjaskug-Kc.Nabire/1123 tentang
Penyaluran dana bantuan Stunting melalui layanan wesel pos kemitraan (wesel Koorporat), maka
pada kesempatan ini kami berharap agar Besar Uang Tunai Penerima Dana Bantuan Stunting
Dinas Keschatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023 sesuai data yang telah diserahkan kepada kami dapat disetor kan ke rekening kami,
adapun rincian transaksi sbb :

1. 1.552 Data Penerima (Tahap 1)

4 Petugas Pendamping Balita sebanyak 333 : Rp. 305.000.000,-
@ Balita Penerima Manfaat Sebanyak 1.219 : Rp. 1.216.300.000,-
4 Biaya adm pengriman 1.551 penerima : Rp 62.080.000,-

TOTAL DANA BANTUAN STUNTING : Rp. 1.583.380.000,-
(Terbilang : Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan
Puluh Ribu Rupiah)

2. 1.552 Data Penerima (Tahap 2)

@ Petugas Pendamping Balita sebanyak 333 : Rp. 610.000.000,-
4 Balita Penerima Manfaat Sebanyak 1.219 : Rp. 2.432.600.000,-
4 Biaya adm pengiriman 1.551 penerima : Rp. 62.080.000,-

TOTAL DANA BANTUAN STUNTING : Rp. 3.104.680.000,-
(Terbilang : Tiga Milyar Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

TOTAL DANA BANTUAN STUNTING TAHAP 1 DAN TAHAF 2 :
Rp. 4.688.060.000,-

(Terbilang : Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu
Rupiah)
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‘T\" KANTOR POS NABIRE 98800
4 JI. Yos Sudarso No 09 Oyehe Nabire 9811

POS INDONESIA

IMLH BSU PENDAMPING BSU BALITA
PEND IMLH
NO | KABUPATEN DANA YG DANA YG
AMPI M BALITA
NG | DITERIMA ADMIN DITERIMA ADMIN
1| PANIAI 10 9,000,000 , 400,000 36 33,900,000 1,440,000
2 | PUNCAK 16| 15,750,000 [/ 640,000 63 62,850,000 /' 2,520,000
3 | PUNCAK JAYA 3 2,250,000/ 120,000 9 8,550,000 |V 360,000
4 | INTAN JAYA 2 2,000,000 80,000 8 8,000000Y 320,000
5 | NABIRE 134 | 118,750,000 Y 5,360,000 475 475,000,000 ¥ 19,000,000
6 | DOGIVAI 3 3,000,000 { 120,000 12 12,000,000/ 480,000
7 | MIMIKA 165 | 154,250,000 {’ 6,600,000 616 616,000,000 1/ 24,640,000
TOTAL 333 | 305,000,000 v 13,320,000} 1,219 | 1,216,300,000 - 48,760,000 |
TAHAP 1 OKTOBER | TAHAP 2 NOVE & DESEMBER | TOTAL
BSU PENDAMPING 305,000,000 | v 610,000,000 | 915,000,000
BSU BALITA 1,216,300,000 2,432,600,000 | 3,648,900,000
BIAYA 62,080,000 62,080,000 | 124,160,000
1,583,380,000 3,104,680,000 |4,688,060,000

Harap pembayaran dilakukan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Nabire
dengan no rekening : 068 701 000791 306 an PT POS INDONESIA C.q NABIRE.
Terima kasih atas kepercayaan Bapak/ Ibu / saudara telah menggunakan layanan kami.

an. Penjualan

Andry Ichwan ara
Nippos : 988 400 959

B8 Dipindai dengan CamScanner




PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BALITA KASUS STUNTING DAN
KADER/NAKES PENDAMPING DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang i a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi vang perlu
ditangani berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di
masa yang akan datang. Dan untuk mempercepat penurunan
kasus stunting ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan
memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi Balita Kasus
Stunting dan Kader/Nakes Pendamping;

b. bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dari sistem elektonik
pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis Masyarakat, agar
penyaluran bantuan tepat sasaran dan tertibnya kelancaran
proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai perlu ditetapkan
daftar penerima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan
Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai
Balita Kasus Stunting dan Kader/Nakes Pendamping di Provinsi
Papua Tengah Tahun 2023:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907 )

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi pq aa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor lp 55
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 6697)0’

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentan
(Lembaran Negara Republik Indone
Tambahan Lembaran Negara Repu

: g Kesehat
bSI.a Tahun 2009 Nomor 14641-1
lik Indonesia Nompor 5063\' ’
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAGA BERENCANA
PROVINSI PAPUA TENGAN
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG NABIRE 99800
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN TUNAI Stunting PROVINST PAPUA TENGAH

Nomor : .40 /| Z\00/ D\ ankEU /209y
Nomor : 475]PBlsjaskug-Kc.Nabim/1123

! Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh Tiga (13-11-
2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr.SILWANUS SUMULE Sp0G : Jabatan Kepala Dinas Keschatan
) Pengendallan  Penduduk Dan Keluarga
{ Berencana  Provins Papua  Tengah
: berkedudukan di Provins| Papua Tengah
dengan Alamat Jin Merdeka No 53 A, Karang
Mulia Kota Nabire Kab. Nabire, selanjutnya

dalam peranjlan Il disebut "PIHAK
PERTAMA".

II. RAHMATUL HIDAYAT : Jabatan Executive Manager Kantor Cabang
NABIRE 99800 PT, Pos Indonesla (Persero),
oleh karena Itu bertindak untuk dan atas nama
PT Pos Indonesla (Persero), berkedudukan dan
berkantor pusat di Bandung, yang didirkan
dengan Akta Notaris Sutjipto,S.H., Nomor 117
tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kall
dlubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 09
tanggal 08 Mel 2023 Yang dibuat dan
disampalkan oleh Aryanti Artisad, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta, selanjutnya  dalam
perjanjlan Inl disebut "PIHAK KEDUA",

_ ——————y

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PINAK KEDUA secara bersa

ma-sama disebut dengan
"PARA PIHAK" dan masing-masing disebut “PIHAK".

PARA PIHAK terleblh dahuly menerangkan hal-hal sebagal berikuts

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga/Instansi Pemerintah Di
oleh Kepala Dinas yang berkenduduk dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur
melalul Sekretars Daerah, Kepala Dinas memimpln pelaksanaan tugas pokok dan fungsl

d

sebagaimana dimaksud, Uralan tugas pokok dan fungsl Kepala Dinas sebagalmana
dimaksud. Melaksanakan urusan pemerintahan di bldang kesehatan,

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta

melaksanakan dan Mmenunjang kebljakan dan program Pemerintah d| bldang ekonomi dan
pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya d bldang

layananjasapos
. 1""!“‘!‘“1"‘[""1“| oy 1"";“"!“‘1""‘
Pihak Petama | L T i ;
b e e Pihak Kedua R [ L e

Halaman 1 darl 7

avin

(8 Dipindai dengan CamScanner




T

L
Ef?;:‘/

POS INDONESIA

dan glro bagl masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesla dengan
menerapkan prnsip-prinslp Perseroan Terbatas.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
memeriukan dukungan sarana dan prasarana PIHAK KEDUA dalam hal penyaluran uang
tunia bagi balita penyandang stunting pada area kerja Dinas Kesehatan Provins! Papua
Tengah dengan memperhatikan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selajutnya
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menglkatkan dirl satu kepada yang
lain dalam suatu Perjanjian tentang PENYALURAN BANTUAN TUNAI Stunting PROVINSI PAPUA
TENGAH untuk selanjutnya disebut Perjanjlan Kerja Sama berdasarkan prinsip saling
menguntungkan dan saling meghormatl bldang usaha dan keglatan masing-masing dengan
ketentuan dan syarat sepertl tertuang dalam pasal-pasal sebagal berlkut :

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Perjanjlan Ini Istilah-Istilah sebagalmana diuralkan dl bawah Inl mempunyal arti
sebagaimana dinyatakan di bawah inl :

a. Petugas Pendamping adalah Petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan
Prov.Papua Tengah untuk mengerjakan Pendataan Awal Registrasl di Wilayah Kerja Dinas
Kesehatan Provinsl Papua Tengah. Dan melakukan pendamplngan pada saat penyaluran
Bantuan Tunal stunting.

b. Penerima Manfaat adalah Balita yang terindikasi terkena stunting, dan perlu diberikan
bantuan uang tunal untuk meningkatkan Gizl ballta tersebut.

c. Weselpos adalah layanan penglriman uang, yang meliputi layanan cash fo cast, cash to
account dan account to cash yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dalam cakupan
wilayah dalam negeri maupun [uar negeri.

d. Weselpos Kemitraan adalah layanan Weselpos hasll kerja sama dengan Pihak lain, baik
Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang dilakukan dengan suatu Perfanjian dengan tarif
dan layanan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, termasuk dalam hal Inl Weselpos
Penyaluran bantuan tunai untuk balita stunting Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Tengah, yang selanjutnya disebut Weselpos Stunting.

e. Weselpos Kedaluwarsa adalah kiriman Weselpos yang tidak diuangkan oleh Penerima
selama 90 Hari Kalender + 1 darl tanggal kirim sehingga kiriman tersebut tidak dapat
dicairkan kepada Penerlma dan akan diretur kepada Pengirim.

f. Nomor Resi adalah nomor unik yang digenerate oleh Sistem Pos Remittance yang
digunakan sebagal nomor referensl kiiman Weselpos yang akan dicairkan oleh
Penerima.

g. RS-2 adalah formulir pemberitahuan tentang pengiriman uang kepada Penerima,
yang berisi informasi [dentitas pengirim, identitas penerima, besar uang, nomor Resi,
tanggal cetak, dan berita.

h. Aplikasi Pos Remittance adalah aplikasifsistem front end yang dimillki oleh PIHAK
KEDUA dan digunakan di seluruh Kantorpos Onfine untuk melayani layanan Weselpos.

i.  Tarif Wesel adalah biaya pengiriman Weselpos yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
dan berfaku di seluruh Kantor kirim sesual dengan besar uang kiiman dan jenis layanan
Weselpos.

j. Daftar Penerima adalah lembar penerimaan bantuan stunting yang disusun oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Papua Tengah.

k. Pengirim adalah PIHAK PERTAMA, yang menyerahkan atau mengirimkan dana
Weselpos kepada Penerima bantuan tunal stunting melalul PIHAK KEDUA.

. Penerima adalah Individu atau perorangan yang berhak menerima bantuan tunia stunting

) r"'1‘*'“r'-'|-"r""|"-| -r==i
pPihakPertama « + & « 1 1 Pihak Kedua (]
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yang telah Terdata dan terferivikasl oleh Dinas Kesehatan Prov.Papua Tengah , yang nama,
alamat dan Identitas dirinya tercantum pada Weselpos Stunting atau orang yang diberi
kuasa yang secara sah berhak menerima Weselpas Stunting.

Kantorpos adalah Unit Pelaksana Teknls yang bersifat profit center sebagal infrastruktur
bisnis dan operasi di bawah Reglonal,

Kontorpos Bayar adalah Unit Peloksana Teknis PIHAK KEDUA yang berwenang
membayarkan Weselpos Sensus kepada Penerima,

Dropping Dana adalah proses pemenuhan dana pada rekening penampungan PIHAK
KEDUA untuk penyaluran bantuan tunal stunting.

Rekening Bank PIHAK KEDUA adalah nomor rckening bank yang ditetapkan oleh
PINAK KEDUA yang digunakan sebagal rekening penampungan atas Droping Dana
Penyaluran bantuan tunal Stunting Dinas kesehatan Prov Papua tengah oleh PIHAK
PERTAMA scbagal tujuan pembayaran bantuan tunal Stunting oleh SLP pada Bank
Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening : 068 701 000 791 306 atas nama PT POS
INDONESIA,

Sentral Layanan Pelanggan (SLP) adalah Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk PIHAK
KEDUA dalam hal Inl adalah Kantorpos Nabire yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso
nomor : 09 Nablre 98816, sebagal Kantorpos yang berperan sebagal kantor penghubung
PARA PIHAK dalam hal penglriman Weselpos Sensus, dan aktifitas Settiement (droping
dana penglriman, pelunasan blaya pengiriman dan rekonsillasl). |

Data Pribadi adalah setiap Informasl terkalt dengan orang pribadi baik berupa kartu
Identitas (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi), Kartu Keluarga atau surat
keterangan lalnnya yang dibuat oleh pefabat yang berwenang.

Know Your Customer, yang selanjutnya disebut KYC, adalah prinsip yang diterapkan
lembaga keuangan untuk mengetahul identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi
nasabah, termasuk pelaporan transaks! yang mencurigakan.

£-Maf/ adalah singkatan darl Elactronic Mailyang artinya surat elektronik. Secara harafiah,
e-mall dapat didefinislkan sebagal metode pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan
pesan melalul sistem komunikasl elektronik berupa internet

Customer Service adalah petugas PIHAK KEDUA yang ditujukan untuk memberikan
informasl terkalt pelayanan dalam menyelesalkan masalah dengan memuaskan.

Harl Kerja adalah setiap Harl Kerja PIHAK KEDUA meliputi hari Senin sampai dengan
Sabtu kecuall Harl Libur resmi lalnnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Hari Libur adalah mellputi Harl raya dan Hari Libur nasional/daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah/Pemerintah daerah, dan Har-harl dimana Bank tidak buka untuk umum (non
banking day).

Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjlan Inl, meliput] kegiatan:

A4S

Ruang lingkup Perjanjian Inl adalah Penyaluran bantuan tunal stunting dari Dinas
Kesehatan Provins| Papua Tengah, darl PIHAK PERTAMA yang disalurkan melalul fasilitas

PIHAK KEDUA, dan dmpping dana oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank milik
PIHAK KEDUA.

2. Untuk penerima bantuan stunting dibagl menjadi 4 katagorl yaltu :
a) Bayl Berat Badan Turun Rp. 850.000/Bulan
b) Bayl Berat Badan Tidak Nalk Rp. 850.000/Bulan
c) Bayl Dengan masalah Glzl/ Stanting Rp. 1.000.000/Bulan
d) Petugas Pendamping Balita Rp. 250.000/Balita/Bulan

3. Dalam Perjanjian Inl PIHAK KEDUA berstatus sebagal Tempat Penyaluran Bantuan dan

Penarikan Tunal.
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PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(" 1. Hak PIHAK PERTAMA :

a. Berhak mendapatkan pelayanan Penyaluran bantuan tunal Stunting TA 2023 dari
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengzh dar
PIHAK KEDUA sehingga penerima dapat melakukan transaksi penarikan tunai.

b. Mendapatkan gashboard untuk preview atas Penyaluran bantuan tunai stunting TA
2023 Dinas Kesehatan Pengendallan Penduduk Dan Keluarga Berercana Papua
Tengah TA 2023 yang dilakukan di Kantorpos, antara lain rekapitulasi pengambilan
bantuan tunai dan rekapitulasi nama penerima yang belum mengambil bantuan tunai
stunting,

¢ Menerima laporan tertulis dan / atau elektronik tentang data Penyaluran bantuan
tunai Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarca
Berencana Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian ini.

d. Menerima kembali Dana bantuan tunai TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah, yang tidak diambil oleh Penerima
yang berhak setelah Weselpos Stunting dinyatakan sebagai Weselpos Kadaluwersa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Menyershkan Daftar Penerima bantuang Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Papua Tengah dalam bentuk
softcopy dalam format Excel kepada PIHAK KEDUA yang berisi nama Penerima, nik,
jumiah uang, dan alamat Penerima yang telah ditandatangani dan di berikan cp
basah oleh Pejabat yang berwenang di PIHAK PERTAMA, untuk upload data pada
Aplikasi Weselpos Kemitraan milik PIHAK KEDUA.

b. Menjamin kebenaran dan keakuratan data Penerima Weselpos Stunting sebagaimana
dimaksud pada huruf “a” ayat ini.

C. Melakukan Droping Dana bantuang tunai stunting yang akan dibayerkan melahui
Weselpos Stunting beserta Tarif Wesel kepada PIHAK PERTAMA melalu P,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf *b” dalam Perjanjian ini.

3. Hak PIHAK KEDUA

3. Menerima daftar Penerima Weselpos bantuan stunting dalam format Exce! dan
PIHAK PERTAMA untuk upload data pada Aplikasi Weselpas Kemitraan milik PIHAK
KEDUA.

b. Mendapatkan jaminan kebenaran dan keakuratan data Penerima Weselpas Stunting
sebagaimana dimaksud pada huruf “a” ayat Inl.

¢ Menerima Droping Dana penyaluran bantuan stunting yang akan dibayarian melahs
Weselpos Stunting beserta Blaya Penglriman dari PIHAK KEDUA melalu LB,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian.

4, Kewsjiban PIHAK KEDUA :

a. Menyediakan fasllitas fislkk dan/ atau mobile berupa Kantorpos dan Channe?
pembayaran lalnnya milik PIHAK KEDUA untuk pembayaren Pemyaluran bantuan
Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Papua Tengah.

b. Memberikan pelayanan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Ini,

C. Menglrimkan Weselpos Stunting 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Papua Tengah yang ditunjuk PIHAK PERTAMA seqimi abmat

yang telah ditetapkan.
f'_'\__r-'l“l-'-l"_g | p el D e Sl w ) Cw e
Pihak Pertama | ' 1 ] 1 1 1 Pihak Kedua 1 1 H 1 ] k
B e Jia Ss i (R EO (e e U

B8 Dipindai dengan CamScanner




POS5 INDOMNESIA

d. Membayarkan Weselpos Stunting kepada Penerima yang berhak sesuai syaret dan
ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
e. Mengqunakan dan memproses Data Pribadi Penerima yang berhak berdasarkan
f instruksi dari PIHAK PERTAMA sesual dengan ketentuan dan keperluan Perjanjian.
f. Mengembalikan Dana yang tidak diambil oleh Penerima yang berhak setelah Weselpos
Stunting dinyatakan sebagai Weselpos Kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan yang
beriaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 4
PRA PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN STUNTING

1. Kolektifitas data Penerima Bantuan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan
menggunakan format pengisian data yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Penyerahan laporan kompilasi data Penerima Bantuan harus diterima oleh PIHAK KEDUA
selambat-lambatnya H-14 sebelum Hari Penyaluran Bantuan Stunting TA 2023 Dinas
Kesehatan Provinsi Papua Tengah.

3. PIHAK PERTAMA wajib melakukan dropping dana kepada PIHAK KEDUA selambat-
lambatnya H-14 sebelum Hari Penyaluran bantuan Tunai Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Tengah. ke Rekening PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf “o” Perjanjian,

PASAL 5
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA daftar Penerima bantuan tunai
stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dalam format Exce/ dan jumlah
total bantuan tunai Stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah beserta Tarif
Wesel melalui Wesel Kemitraan.

2. PIHAK KEDUA akan memproses lebih lanjut untuk dikirimkan kepada Penerima, melalui
aplikasl layanan Weselpos Kemitraan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

3. Penyaluran bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehatan Provinsl Papua Tengah melalui
Layanan Wesel Kemitraan :

a. Dilakukan di seluruh jaringan Kantorpos PIHAK KEDUA.

b. Biaya Standing Instruction dikenakan kepada masing-masing penerima sebesar Rp.
40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriam Wesel Pgs.

¢. Hasil Penyaluran bantuan tunai stunting TA 2023 Dinas Kesehaten Provinsi Papua
Tengah selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.

d. Hal terkait yang bersifat prosedural selanjutnya akan diatur pada Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis terdampir.

4. Kantorpos tujuan akan mencetak RS-2 untuk disershkan kepada Penerima yang berhak
dengan dibantu petugas dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah.

5. Penerima yang telah menerima RS-2 dapat mencairkan uang di Kantorpos Bayar dengan
membawa bukti diri yang sah (KTP/KK/SIM) dan masih berlaku beserta Memo rekomendasi
dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan atau Kepala Puskesmas Setempat.

6. Dalam hal Penerima berhalangan, pencairan uang dapat diwakilkan kepada orang yang
diberi kuasa dengan membawa bukti diri yang sah (KTP/KK/SIM) dan masih beraku serta
membawa asli surat kuasa dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1
Ee;janjian. Dan yang bisa menerima kuasa hanya yang tercantum dalam satu Kartu

eluarga.

7. Apabila No KTP tidak sesuai dengan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk Dan keluarga Berencana. Maka dilakukan pengecekan nama balita, nama Ibuy,
Nama Ayah, alamat rumah, Dan dilempiri dengan surat pemyataan dari pendamping
bahwa yang bersangkutan adalah penerima yang sah.

. l'"\""l"'!"l""l""|
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POS INDOMISIA

4 ez UT doe W s eveema Niang hartuan dapat ¢hayarkan dengan menyertakan
AUrR et oy (Rl o ety besurahan,
A femeEpes Ut g toe Giakukan perCaran bak Gieh Pererma atau wakiima
TS NOK waens Gy 2RO W0 Wemeinos Yadauwartd i Cengan ketentuan
v NTow N PINAK KEDUA, ™ok Wesepos Sturting aban divembofiton kepada
PLMAN PERTAMA mopia &P

1o ey Sovtlae Shueteg ahan dteyrran ¢ talaep ¢

3, Tahap otk aaias Bulan Olober

N TP o urhuk aickad Buien Novermber dian Desermer,

-

PASAL 6
FENGADUAN PENYALURAN BANTUAN STUNTING

Sowmsremry PINAK dopot mererma setap pengaduan Penerima Bartuan sturting TA
Jiod Dees oovatsr Provies Fopua Tergah namun penyefesaian setiap kefuhan akan
Jamdior e PIHAK yarg moevan menancani  permasalahan yang cikelubikan
Sprenmd NarC.ar ed untng timaksud.

Smam Y el Pergaduan perhal kesalahan penyerahan Laperan Rekapatutast Data cleh
FTNAK FERTAMA mergena Peryaluron bantuan tunai stunting TA 2023 Diras Kesehatan
s Fopua Torgan yang ditenma oieh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wa;ib
oL ereakan aos data dalam jargka waktu selama 3 (Uiga) Mer Kerja,
RCAETIIY AMaRSKE caiam Fasal S gyt 1 Perjanjian.

L Towm ta BoXd pengaduan secara tekmikal perithal Penyaluran bantuan tunai stunting TA
JI32 Dwds Kawenatar Provinst Farua Tengah pada PIHAK KEDUA, maka PTHAK KEDUA
WD TSN pertakan calam jancka waktu selama 3 (tiga) Hari Kerja setagaimana
JImassuc cnam Fasal S avat 2 Perjanjian.

3 Senasa xbat can Fengacuan sehagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka PTHAK
KCEDuA hecosan can segala turtutan dan tanggung jawab atas segala perselishan
I TurOKN MUl antra penenma bantuan tunal stunting dengan PTHAK PERTAMA.

PASAL 7
PENANGANAN PENGADUAN

L -Mus TRIETLCENRAN can memberikan pelayanan yang kebih efektif dan efisien kepada
SagneIan asemakan unit peidyanan konsumen di Kantorpos terdekat yang beroperasi
Tacd

3. =an Semn - lum'at dan pukud 08.00 s.d pukul 18.00 WIT.
2 maxy Septu can puied 08.00 s.d pukud 16.00 WIT.
. m=an Mingyu ¢an pukud 12.00 s.s pukul 17.00 WIT.

PASAL 8
SOSIALISASI DAN EDUKASI

L PARA PURAK sera borsama-samg meldksanakan kegiatan sosialisad dan eddasi
woED Petugas pencamping KPM Stunting TA 2023 Dinas Kesshatan Pengendalian
ATULCLK 3 Kauanga Berencang Provinsl Papua Tengah di Kabupaten Nabire. Jadwal,
BNpal, CEY SuSunan acin sosalisas dlatur cleh PIHAK PERTAMA.

I PIRAK KEDUA bwangoung jawad dalam penyusunan dan penyampaian  materi
SONRMISASS.

L Tagguny ewal ecukas mengendal nformasi produk Wesal setelah masa sostalisas
T Meeat faca PIHAK KEDUA,

Phax Pemma - . . . . 4 Phak Kedua

Dipindai dengan CamScanner




POS INDONESIA

PASAL 9
LARANGAN DAN SANKSI

1. Dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Perjanjlan ini, PIHAK KEDUA
dilarang memungut biaya tambahan dengan alasan dan dalam bentuk apapun kepada para
Pelanggan PIHAK PERTAMA selain yang telah ditetapkan dalam Perjanjian inl tanpa izin
tertulis dari PIHAK PERTAMA.

2. Apablla PIHAK KEDUA terbukti melanggar ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat 1
Pasal Ini, PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian Inl tanpa
tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA dan dapat mengalikan pembayaran bantuan tunal
stunting Stunting TA 2023 Dinas Kesahatan Provinsi Papua Tengah kepada Pihak lain.

3. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan, ganti rugi, dan risiko lainnya yang
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas loket PIHAK KEDUA.

PASAL 10
PENYELESATAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK dengan itikad baik akan berusaha untuk menyelesaikan setiap perselisihan
yang timbul dari ataupun sehubungan dengan Perjanjian segera dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) Hari Kerja sejak salah satu PIHAK memberitahukan PIHAK lainnya perihal
pokok perselisinan secara musyawarah antar wakil dari masing-masing PIHAK yang
mempunyal wewenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara wakil-wakil PARA
PIHAK atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal inl, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesalkan segala perselisihan yang timbul melalui Kepaniteraan pada
Pengadilan Negerl Kabupaten Nabire.

3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesalan, maka masing-masing PIHAK tetap
wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian. Setiap perbedaan
pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjlan inl, diusahakan
untuk diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PASAL 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Inl berfaku untuk jangka waktu Satu (2) Bulan terhitung sejak tanggal Tiga
belas bulan November tahun Dua ribuh dua puluh tiga(13 - 11 -2023) sampal dengan
tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (13 - 01 -2024).

(2) Perjanjian Ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian inl harus
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lalnnya minimal 1 (satu)
bulan sebelum Perjanjlan berakhir.

(3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, paling lambat 1
(satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena
sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK
yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagal akibat dari pelaksanaan sebelum
berakhimya Perjanjian inl.

(5) Perjanjian inl tidak mengurangi atau menghapuskan Perjanjian antara PARA PIHAK
lainnya yang sudah ada, baik di tingkat Pusat, Reglonal/Kanwil dan di Kantor Cabang.
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PASAL 12
PENGANHIRAN PERJANILAN

Seah ssu PIHAK, casat mengz)Jen pagaaran S20ran Fzc “=prjzr ri S22
iangia wakhy berzitir, gengan pebeTahan wORUy2 ez PIHANK zrnz

PIHAK yang akan mengayskan pengarhran S20an S22 Zree wansss 2air
¢@nalan hewziben membeyar 030 U 33200 o2 AnEmEar AT ST A
ketentuan perundang-undangan beraiu atans b Urearg i crg, oz Uiz
Jasa Keuangan a2y Reguiator arvyz, €an yag Deremargen Jecar Feajar oF . 72
yany mamyebatian Penaman bdak 6203t dizaue@n 220 dremcen,

Delam 53 pancakhran Peranjan, PARA PIHAK szt Ui —errpczoroes
pengaititan Perjanjan 62ngsn merujuk pade Eenthien Pz 1255 fuzr Ui
Hooum Perdala

Daam K3’ Perenen i dakhn, mae 0dEk mengTEDs fak o ranzjican PRRA PTEAY.
yay bl dieksserslanVierhuzmy; sSmpa denen e TreE pEczarE

Feremianic

PASAL 13
ANTI SUAP DAK ANTI KORUPSI

PARA PIHAK maysizian behwa masnomasig PIHAK =20 seozznd z2urr
PerEh rEN pEIICENHITENGEN 2neE) (2 o= (reZiran oepee AL S22
A Konos") delan s=62) beees bsns éan regaEn yag discian s=hrcen
dangan Pergmian i, ¢2n tiéek @van meldien dviEen o yEe ougin
me2Enocer Perstiren mengaral At Su2p can Al Yonupsl. O =2 123, PARA FTHAK
gangan i senfu belhea

2. Ticak gken mempekerpen/memperiEnEne@n oag YIn oEuSia pRece
semenivzh 22U iEnyenen, termmasik kenysnzn cari rorpores, aien, a=s =ran
yeng dmilki 22y dkendzlien oleh pemenini=d, k2=l Jiz 22 y=C
¢ parizhanksn adzizh pekerjzzn konsuizsi yang tiien & jia doeriuean peec=s
yaa CparEhanan t=l2h memperoish persshuji=n olsh ooniss/peTien =2
Y203 rompeen Lk kyenzn konsuitzd y2ng donaalus;

b. PARA PIHAK tdek 2en ss=r Engsmng mawpm ik oosm mei=p=
menanztan e2u berjanji Uik membeyer e=u mencElnEn SEpn tenc=n nie
berepapun kepada peptat eeu keryewzn pemerintzh, 2=2u Eare o= poic
22U kendicat unhik BiE=En potik dengan hunan uihik oempencEifx
pengamblan  kepulsen yeng mencuntunckan bsns PIHAK Sroe yag
berterzangan dencan Persturan mengenal A Suep dan At ronpss;

c. PARA PIHAK akan segera memberitzhukzn PIHAK Einnya secam terafls
dalam hal orang yang diperkerjakan 2tau terasosiasi dengan sazh 2t PTHAK
menjadi pejabat pemerintzh, pejebat eteu kandidat partai poltk, keas’ =3 y=2g3
¢ perizhanian adzlah pexerjaan konsuftasi yang tulen dan fia diperiuien peisbat
yang Cipertahankan telzh memperoleh perselujuan seperimya  éan
otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layenan konsuées yang dmacud;

d. PARA PIHAK akan memelihara cztatan yang benar dan alorzt sexes kebuhfien
untuk mendemonsrasian kepetuhan terhadap Perjanien den aien menyedicaien
PIHAK kinnya sertifikasi testulis atas kepatuhan tersebut berdasarien permatzan
yang sederhana.

e. Jika salah satu PIHAK gegal untuk mematuhi keteshen apepn d2bm
Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus danggap sebagai pelanggzren yang matesiad
terhadep Perjanjian ini, dan atas kegagalen tersebut, PTHAK yang menstihi
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ketentuan mempunyal hak untuk memutuskan Perfanjlan Inl wcepatrs dendgan
pemberitahuan tertulls kepada PIHAK lainnya.

(2) PARA PIHAK harus memenuhl, dan harus memastlkan bahwa masing-masing dan

pemimpin, pemliik, pemegang saham, pejabat, dircksl, karyavian dan agen memastuhi,
semua peraturan perundang-undangan antl-suap dan korupst yang bedayu dalam
setiap transaksl bisnis dan keglatan yang dilakukan schubungan dengan Perfanjian il

PASAL 14
INTEGRITAS

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian inl, maka PARA PIHAK :

a. Berjanjl untuk melaksanakan Perjanjlan Inl secara profesional dzn tiday

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beraku di Negzra
Republik Indonesia;

b. Tidak akan memberlkan atau berjanjl memberikan kepada atau menerima dari
pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan cebagai grat/fikas/

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku di Negara Peputiiv
Indonesia; dan

c. Berjanji memastikan setiap orang atau plhak yang bertindak mevsakili atau yang
berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyavan, pegzwei,

Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjafankan ketentuzn
Pasal ini.

2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di
masing-masing PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan Perjanfian ini szlah satu PIHAK
mengetahui adanya tindakan kecurangan. pelanggaran peraturan stau hukum, benturan
kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang diakuian oleh
pegawai salah satu PIHAK, agar melaporkan melalui perwakilan bagian Good Corporzte
Governance di masing-masing PIHAK.

PASAL 15
KERAHASIAAN

(1) Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan,
menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai
hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dar Informasi dan data,
dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia PIHAK lainnya, tanpa
persetujuan tertulis PIHAK terkait, serta setiaap informasi atau keterangan, dokumen,
materi, gagasan, data yang tersimpan dalam system/laporan yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil pekerjaan.

(2) PARA PIHAK hanya diperbolehkan untuk menggunakan Informasi, data dan dokumen
yang diserahkan PIHAK lalnnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan
Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan balk Sebaglan atau seluruh
Informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu PIHAK lainnya.

(3) PARA PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK [ainnya dalam hal memperkirakan
adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk
kemudian dilakukan Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi
tersebut.

(4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh PARA PIHAK, baik

langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik
terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanfian, wajib memperoleh izin terlebih
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(1)

A

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

/

s/

Fhea frimtebit bih

l‘ﬂh\ﬂll el "‘"ﬂ" |n|m|',-n, Vgt b latain hal (L R L (s, #lae
penggimany aelliloe extigainimin yotug einton ilatarn Fedjafijiat

hetentuan belentuan youy betloby eefinyntinanae ok avge] tlalagn Prsal ted abar 6Sa,

Botlaby walavpon Petfanfian ol begab e mlau gadion barend sobiale ageagsn pogs fialy
aban tetap betkekintan bk g bednkng

I'AGAL 1D
CONCE MATENIIE

Yang dimakant deogan Avar miagstiee dalam Forjaning ol milalal) beewlants gnisg deijai
dituar hendall PARA PINAK yang tempongarihl tscam lnedpaindy 288405 beira, bty
yana ditentukan dalism Petjanjian oenadl edak dapal digetab

Yang dapat digolongkan keadann fivt v prtfestiost pelnlalif

a Peperanvan;
b Keturuhan;
¢ Revolusl;

¢ Rencana alam banji, gempa hut, badal, guting neledus, lanaty Yavpsd, wateat
penyakll, dan angln topaiy;

e. Pomogokan;
{. Kecbakatan,
o Perubahan Peraturan Perundang-undangain,

Dalam hal terjadi force majenre sebagalinana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal i,
maka PIHAK yang menualaml force majeire hetkeviajiban  membeitahuvan w<arca
tertulls kepada PIMAK lalnya disetal bukU-hubll tstulis tentang forca majeure dan
pejabal/instanst yang betwenany untuk itu dalamm waktu 7 (tisfutt) Hanl Palenber sejal wad
dimulainya penundaan pelaksanaati kewafiban dongan tmelamplrkan bubtl buktl yang dapat
dipertanggungjawabkan,

Perpanjangan Jangka waklu pelaksanaan kewajlban akan diticrikan untuk Jangka viakln
yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan Jrgha
waktu perpanjangan selambal-lambatnya 20 (Uga puluh) Hart Kelender sejak Langgal
pembetitahuan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) [fasal Inl sepanfang alasan-alazannya
dapat diterima dan disetujul secara tartulls olel PARRA PIHAK.

Semua keruglan yang Umbul atau didetita solah satu PIHAK karesia terjadinya force
majeure bukan merupakan tanggung Jawab PIHAK lalnnya.

Atas akibat force mafeure tersehut PARA PIHIAK okan melokukan musyawarah dan

mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebilt lanjut atas pelaksanaan pekerjaan
sebagalmana dimaksud dalam Petfanjlon inl.

Apablla setelah Jangka waklu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pasal inl, PIHAK yang
mengalaml fixce mafewre Udak dapal melaksanakan solurul otau sebaglan Pekerjaan
dalam Perfanflan Inl, moka PINAK yang tklak mengalami forew myeuns berhak
memutuskan Perfanfian Inl secora seplhak dengan cukup memberitahukan pemberitahuan
secara terdulls perhal pemutusan Pedfanflon tersobut kepada PINAK yang mengatami
force majeure.

PASAL 17
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dafam kotentuan-ketentuan Perjanjlan inf,
akan diatur kemudian berdasarkan kesopakatan tertulls PARA PIHAK dalam bentuk suatu

(§ 5 G S e R S () Timmtpel iy e Mg
PlhakPetama 1+ 1 t 1 1 1 Pihak Kedun f I S S
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Adendum va
hukum yang <ama dengan Peranjian ini,

(2) Dalam hal salah 2l persperatan astay vetertizn CFam Perpnan ¥ doprzian A2

demi hukum berdasarvan suaty perzt SUCLZ020, T szzn b2z
Z e pETUrdEngunczrageEn, men2 pemifszen 22
tersebut tidak - e e LS

POI IMBONMIZIA

Ng merupakan bagian yang WAzk terprarivzs Cen meTonE vz

3k mengurangi keabeahzn 2ty menyeztien b2zne peorezzn 2z
ketentuan lain datam Perjanfian ini, d2n oeh varenznga GZam ted Geanidvizn, pesspzezn
dan‘ketmtuan l2in dalam Perfanfian ini tet2p <zh Gzn mempunyz vezzn Yzog et
bagi PARA PIHAK. Urtuk memperbaidi persperztzn &z rerefizn yerr) bz Gemi
hukum tersebut, maka PARA PIHAK henus T O G #5220 ez [erZerzn
perundang-undangan yeng berlzvu whingga daget Gherziden vk teriozange

tjuan yang dimaksudikan dalam persperatan 2y Yetertuzn yerg Gapzzien b2 i
hukum tersebut,

(3) Bahvia PARA PIHAK sepakat dengen Ciberlziuvznaye Pesfenizn itv, tler memszzs
PIHAK PERTAMA untuk melakukan Yerz zma yeng s2m2 dengza PTHAK izin.

PASAL 18
PENUTUP

(1) Biaya-biaya yang dikeluarkan PARA PIHAK czlzm rengve penyusinen Perpnjzn o
menjadi beb2n masing-masing PIHAK.

(2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalem rang«zp 2 (dua) a&ti mesing-mesing bermmeterai cuiap
dan mempunyai kekustan hukum yang sama, telzh diberirzn d2n dderima oich PARA
PIHAK pada saat Perjaniian ini sefecai ditandatangzni.
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pihak Pertama 1 ' 1 ¥ 1 Pihak Kedim
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POS INDONESIA

Nomor: 011/9471/SPK/2022

Nomor 1

SERRRAIRANIRNANARANNY

EQRMAT SURAT.KUASA

Yang bertandatangan dl bawah Ini:

Nama

Tempat/Tanggal Lahir ¢

Alamat

dentitas dirl
No Identitas dint

No HP

(]
(1

.
.

Memberikan kuasa kepada:

Nama

Tempat/Tanggal Lahlr

Alamat

Identitas dirl
No Identitas dirl

No HP

.
"

+ KTP/ SIM (Pllih salah satu)

+ KTR/ SIM (Pillh salah satu)

Untuk menguangkan Weselpos Sensus sebesar RP wuivassssoas AN Pomber Kuaga,

Segala rislko yang timbul aklbat pemberian Surat Kuasa ol akan menjadt tanggung jawab
sepenuhnya Pemberl Kuasa.,

Demiklan surat kuasa dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dart Bhak manapun

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plhak Pertama

Pemberl Kuasa

( Nama Pember! Kuasa )

NABIR (v, 2022

Ponarina Ruasa

(Nama Fenerima Kuasa )

~ it ":-‘s‘n\ WAy m e
A b v \ \
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Pk Kedua
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RINCIAN PENGGUNAAN DANA BLT

PENDAMPING BALITA
KABUPATEN BSU JalARd TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
PEnDAMPING | JUMLAHUANG |~ | oG | (UMLAHUANG | JUMLAH ADMIN _Mhn_rbx JUMLAH UANG ﬁwﬁﬁx b_w_h__.qﬂ: JUMLAH UANG _M_...“\_wpz
DOGIVAI 1,000.000 3 3.000.000 120,000 3 6.000.000 120,000 12 12,000,000 480,000 12 24,000,000 480,000
INTAN JAYA 1,000.000 2 2.000.000 80,000 2 4,000,000 80,000 8 8.000,000 320,000 8 16.000.000 320,000
250.000 2 500.000 80.000 2 1,000.000 80.000
500.000 18 9.000.000 720.000 18 18.000.000 720.000
NIKA 750.000 2 18.000.000 960,000 24 36.000.000 960.000
1.000.000 101| 101.000.000 | 4.040.000 101 202.000.000 4,040,000 616| 616,000.000| 24.640,000|  616| 1.232.000.000| _ 24.640.000
1.250.000 17 21,250,000 680.000 17 42,500,000 680,000
1.500.000 3 4,500,000 120,000 3 9.000.000 120,000
250.000 6 1,500,000 240,000 6 3.000.000 240,000
500,000 9 4.500.000 360.000 ) 9.000.000 360.000
NABIRE 750.000 27 20.250,000 | _ 1.080.000 27 40.500,000 1.080.000
1.000.000 50 90.000.000|  3.600,000 30 180.000.000 3,600,000 475| 475000.000| 19,000.000] 475 950,000.000|  19.000.000
1.250.000 2 2.500.000 80.000 2 5,000,000 80,000
250.000 1 250.000 40,000 1 500.000 40,000
500.000 1 500.000 40.000 1 1.000.000 40.000
PANIAI 850.000 . 14 11.900.000 560.000 14 23.800.000 560,000
1,000,000 7 7.000.000 280,000 7 14.000.000 280,000 2 22.000.000 880,000 22 44,000,000 880,000
1,250,000 1 1.250.000 40,000 1 2,500,000 40.000
750.000 1 750.000 40,000 1 1.500.000 40.000
PUNCAK 850.000 1 850.000 40.000 1 1,700,000 40,000
1,000.000 15 15.000,000 600.000 15 30.000.000 600,000 62 52.000.000|  2.480,000 62 124,000,000 2.480.000
500.000 1 500.000 40.000 1 1.000.000 40,000
750.00 750.000 40,000 1 1.500.000 40,000
BUNCARCALA mmo.oom : : 3 2.550.000| 120,000 3 5,100,000 120000
1,000,000 1 1.000,000 40.000 1 2,000,000 40.000 6 6.000.000 240,000 6 12,000,000 240,000
Tom 333| 305.000.000| 13.320.000 333 610.000.000 13.320.000 1215 1.216.300.000| 48.760.000| 1219 2.432.600.000| 48.760.000
TAHAP 1 TAHAP 2 TOTAL
BSU PEMDAMP 305.000.000 610.000,000 | _ 915.000.000
ADMEENBAME 13,320.000 13.320,000 26.640.000
: 2.432.600,000 | 3.648.900.000
48.760.000 97.520.000

3.104.680.000

4.688.060.000




